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Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal
yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufh
meliputi denda administratif dalam hal:

a.

pelaku usaha tanaman pangan tidak dapat
menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan
dalam 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

perusahaan perkebunan tidak dapat mengajukan
permohonan perizinan berusaha dan menyesuaikan
dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;

perusahaan perkebunan tidak dapat menyesuaikan
standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan;

perusahaan perkebunan melanggar ketentuan batasan
luas maksimum wajib dipenuhi oleh perusahaan
perkebunan;

perusahaan perkebunan melanggar ketentuan batasan
luas minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan
perkebunan;

pelanggaran fasilitasi kebun masyarakat sekitar;

pelanggaran kewajiban pembangunan kebun bagi
setiap unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang
berbahan baku impor;

pelanggaran ketentuan perizinan berusaha
hortikultura;

pelanggaran ketentuan perizinan berusaha tanaman
pangan;

j- pelanggaran . ..
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j. pelanggaran ketentuan perizinan berusaha peternakan
dan kesehatan hewan; dan

k. keterlambatan pembayaran royalti.

Besaran dan tata cara pengenaan denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a,
huruf ¢, huruf e, dan huruf f selain yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan
berdasarkan kontrak kerja sama.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal
yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 5

Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Kementerian Pertanian

dapat menyelenggarakan pelatihan struktural
kepemimpinan pratama, pelatihan struktural
kepemimpinan pengawas, pelatihan struktural

kepemimpinan administrator, dan pelatihan dasar calon
pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat(l) mengacu pada
Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 6. ..
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Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain
penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan
kenegaraan dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan
wajib bayar dan keadaan kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu,
mahasiswa/pelajar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Layanan yang mendapat prioritas untuk dikenakan tarif sampai
dengan RpO0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen) jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak berupa:

a. pelayanan jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan dalam
rangka bantuan sosial; dan

b. pengenaan biaya perlindungan varietas tanaman bagi perorangan
warga negara Indonesia, lembaga penelitian milik pemerintah,
perguruan tinggi dalam negeri, dan usaha mikro dan kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6877

SK No 167240 A






PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF
(Rupiah)

b.

Perorangan warga  negara
asing, perusahaan,  dan
lembaga penelitian
nonpemerintah

per varietas

250.000,00

2. Pencatatan pengalihan hak PVT

per varietas

250.000,00

3. Pencatatan
lisensi/pencatatan

perjanjian
perjanjian

lisensi wajib

per lisensi

1.500.000,00

Biaya tahunan

(sejak tanggal

penerbitan sertifikat hak PVT)

a.

Tahun ke-1 sampai dengan
tahun ke-3 bagi perorangan
warga negara asing,
perusahaan, dan lembaga
penelitian non pemerintah

per varietas

1.500.000,00

Tahun ke-4 sampai dengan
tahun  berakhirnya  masa
perlindungan bagi perorangan
warga negara asing,
perusahaan dan lembaga
penelitian non pemerintah

per varietas

1.500.000,00

Tahun ke-4 sampai dengan
tahun  berakhirnya  masa
perlindungan bagi perorangan
warga negara  Indonesia,
lembaga penelitian milik
pemerintah, perguruan tinggi
dalam negeri

per varietas

1.500.000,00

Petikan daftar umum PVT

per varietas

100.000,00

Salinan sertifikat hak PVT

per sertifikat

100.000,00

Fotokopi dokumen PVT

per lembar

5.000,00
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)
8. Permohonan surat bukti hak| per varietas 500.000,00
prioritas
9. Permohonan banding per varietas | 3.000.000,00
10. Pendaftaran konsultan PVT per 5.000.000,00
konsultan
11. Biaya penanaman dan
pemeliharaan  dalam  rangka
pemeriksaan substantif (Uji BUSS)
a. Umur tanaman < 6 bulan per varietas | 1.750.000,00
b. Umur tanaman > 6 bulan per varietas | 2.250.000,00
12. Pemeriksaan substantif melalui| per varietas | 6.000.000,00
metode pemeriksaan dokumen
B. Jasa pendaftaran pestisida
1. Izin percobaan per 2.000.000,00
permohonan
2. Izin sementara per 3.000.000,00
permohonan
3. Izin sementara ulang per 3.000.000,00
permohonan
4. Izin tetap per 6.000.000,00
permohonan
5. Izin tetap ulang per 6.000.000,00
permohonan
C. Jasa pendaftaran pupuk per 1.000.000,00
permohonan

D. Jasa pendaftaran obat hewan
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)
1. Jasa layanan penerbitan sertifikat per 250.000,00
kompartemen bebas penyakit hewan| dokumen
menular |
2. Biaya inspeksi/audit per unit 3.000.000,00

J. Jasa sertifikasi obat hewan

SK No 171164 A

1. Sertifikasi cara pembuatan obat
hewan yang baik (CPOHB)
a. Permohonan baru per sertifikat| 10.000.000,00
per fasilitas
produksi
. Perubahan
1) Nama perusahaan, nama|per sertifikat 300.000,00
alamat per fasilitas
produksi
2) Fasilitas produksi nonsteril|per sertifikat| 3.000.000,00
yang sudah ada per fasilitas
produksi
3) Fasilitas produksi steril yang|per sertifikat| 3.500.000,00
sudah ada per fasilitas
produksi
. Persetujuan penggunaan fasilitas|per sertifikat| 3.000.000,00
bersama (obat tradisional, | per fasilitas
kosmetik, makanan dengan obat| produksi
hewan)
. Perpanjangan sertifikat CPOHB |per sertifikat| 7.500.000,00
per fasilitas
produksi
2. Sertifikasi . . .
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)
2. Penilaian ulang
a. Produsen benih per 50.000,00
permohonan
b. Pengedar benih per 100.000,00
permohonan

L. Jasa pelayanan keamanan pangan segar
asal tumbuhan (PSAT)

1. Sertifikat penerapan penanganan| per lokasi 2.000.000,00
yang baik PSAT (SPPB PSAT) usaha

2. Izin edar PSAT produksi luar negeri| per nomor 600.000,00
(PSAT PL) izin edar

3. Izin edar PSAT produksi luar negeri| per nomor 3.000.000,00
(PSAT PL) berklaim khusus/produk| izin edar
hasil rekayasa  genetik/produk

iradiasi
4. Sertifikat Prima 1 per 2.000.000,00
permohonan
M. Pelayanan teknis sertifikasi sistem
manajemen mutu
1. Permohonan (sertifikasi awal/ulang) per

perusahaan | 2.500.000,00

2. Auditor
a. Jasa auditor untuk audit per
kecukupan dokumen (sertifikasi| perusahaan | 2.500.000,00
awal/ulang)

b. Jasa auditor untuk audit
kesesuaian (assesment)

1) Auditor. ..
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)
1) Auditor Kepala per orang
per hari 1.500.000,00
2) Auditor per orang
per hari 1.000.000,00
3) Tenaga Ahli Teknis per orang 750.000,00
per hari
3. lIuran tahunan per tahun 1.000.000,00
4. Jasa pembuatan Sertifikat Sistem |per sertifikat 250.000,00
Mutu
5. Jasa evaluasi hasil audit per 1.500.000,00
perusahaan
N. Jasa pendaftaran dan audit kesesuaian
unit usaha produk hewan dalam negeri
1. Audit dokumen ©pra inspeksi per 7.500.000,00
(document review) dokumen
2. Jasa auditor untuk pelaksanaan
audit sarana (on site review)
a. Auditor Kepala per orang 3.500.000,00
per hari
per unit
usaha
b. Auditor per orang 3.000.000,00
per hari
per unit
usaha
3. Evaluasi dokumen hasil audit per 7.500.000,00
dokumen
4. Analisa. ..
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)

4. Analisa risiko persetujuan unit| per paket | 50.000.000,00
usaha

O. Sertifikasi cara pembuatan pakan yang

baik (CPPB)
1. Permohonan sertifikasi CPPB per 1.850.000,00
permohonan
2. Perubahan sertifikat CPPB per 300.000,00
‘ permohonan
P. Sertifikasi produk penggunaan tanda -
standar nasional Indonesia (SPPT SNI)
1. Permohonan per tipe 500.000,00
2. Jasa auditor untuk audit kecukupan per
dokumen perusahaan | 1.000.000,00

3. Jasa auditor untuk audit kesesuaian
di dalam negeri

a. Auditor kepala per orang 2.000.000,00
per hari

b. Auditor per orang 1.500.000,00
per hari

c. Tenaga ahli per orang 1.500.000,00
per hari '

d. Petugas pengambil contoh per orang 1.000.000,00
per hari

4. Jasa asesor untuk audit kesesuaian
ke luar negeri

a. Auditor kepala per orang 5.400.000,00
per hari

b. Auditor. ..
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)

b. Auditor per orang 4.050.000,00
per hari

c. Tenaga ahli per orang 3.600.000,00
per hari

d. Petugas pengambil contoh per orang 2.700.000,00
per hari

5. Jasa sidang komisi teknis

a. Paket 1 (satu alat) per paket 3.500.000,00

b. Paket 2 (dua - tiga alat) per paket 5.250.000,00

c. Paket 3 (empat - lima alat) per paket 7.000.000,00

d. Paket 4 (satu klien) per 7.000.000,00
produsen

6. Jasa profesi Petugas Pengambilan| per contoh 1.200.000,00
Contoh (PPC)

III. JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN
DAN TUMBUHAN

A. Karantina hewan

1. Jasa tindakan karantina

a. Pemeriksaan fisik (klinis
dan/atau organoleptik)

1) Hewan hidup

a) Hewan ternak

(1) Hewan besar

(a) Impor per ekor 10.000,00

(b} Ekspor. ..
SK No 171159 A
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)
(b) Ekspor/ per ekor 5.000,00
antararea
(2) Hewan kecil
(a) Impor per ekor 5.000,00
(b) Ekspor/ per ekor 2.500,00
antararea
(3) Unggas besar
(a) Impor per ekor 1.000,00
(b) Ekspor/ per ekor 500,00
antararea
(4) Unggas kecil
(a) Unggas Kecil
i. Impor per ekor 100,00
1i. Ekspor/ per ekor 50,00
antararea
(b) Unggas umur
sehari
i. Impor per ekor 10,00
ii. Ekspor/ per ekor 5,00
antararea
(5) Hewan lainnya
(@) Impor per kilogram 25.000,00
(b) Ekspor . . .
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)
(b) Ekspor/ per kilogram 10.000,00
antararea
b) Hewan percobaan
(Laboratory Animal)
(1) Primata
(a) Impor per ekor 20.000,00
(b) Ekspor/ per ekor 10.000,00
antararea
(2) Selain primata
(@) Impor per ekor 10.000,00
(b) Ekspor/ per ekor 5.000,00
antararea
c) Hewan kesayangan (Pet
Animal) dan hewan liar
(Wild Animal/ Zoo
Animal)
(1) Mamalia besar| per ekor 150.000,00
impor/
ekspor/antararea
(2) Mamalia kecil
(a) Impor per ekor 20.000,00
(b) Ekspor/ per ekor 10.000,00
antararea
(3) Kuda
(a) Impor per ekor 100.000,00
(b) Ekspor . . .
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)
(b) Ekspor/ per ekor 50.000,00
antararea
(4) Anjing/kucing
(a) Impor per ekor 20.000,00
(b) Ekspor/ per ekor 10.000,00
antararea
(5) Unggas besar
(a) Impor per ekor 25.000,00
(b) Ekspor/ per ekor 10.000,00
antararea
(6) Unggas kecil
(a) Impor per ekor 5.000,00
(b) Ekspor/ per ekor 3.000,00
antararea
(7) Unggas kecil
lainnya
(a) Impor per ekor 100,00
(b) Ekspor/ per ekor 50,00
antararea
(8) Reptil besar
(a) Impor per ekor 20.000,00
(b) Ekspor/ per ekor 10.000,00
antararea
(9) Reptil kecil
(a) Impor . ..



o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)
(a) Impor per ekor 1.000,00
(b) Ekspor per ekor 500,00
(c) Antararea per ekor 250,00
(10) Invertebrata
(a) Impor/ekspor per ekor 100,00
(b) Antararea per ekor 50,00
(11) Amphibia  impor/| per ekor 1.000,00
ekspor/antararea
(12) Mamalia air
(Aquatic Mamalia)
dari aspek hama
penyakit hewan
karantina
(a) Impor per ekor 150.000,00
(b) Ekspor/ per ekor 100.000,00
antararea
(13) Lebah dan serangga
lainnya
(a) Impor per koloni 5.000,00
(b) Ekspor/ per koloni 2.000,00
antararea
2) Produk hewan
a) Produk hewan pangan
(1) Daging hewan
(a) Impor. ..
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)

(a) Impor per kilogram 125,00

(b) Ekspor/antararea per kilogram 75,00
(2) Susu

(a) Impor per kilogram 50,00

(b) Ekspor/antararea per kilogram 25,00
(8) Telur konsumsi

(a) Impor per kilogram 25,00

(b) Ekspor/antararea per kilogram 15,00
(4) Madu

(a) Impor per kilogram 50,00

(b) Ekspor/antararea per kilogram 25,00
(5) Sarang burung

(a) Impor per kilogram 10.000,00

(b) Ekspor/antararea per kilogram 5.000,00
(6) Produk hewan berupa

jeroan dan kulit untuk

konsumsi

(a) Impor per kilogram 50,00

(b) Ekspor/antararea per kilogram 25,00

b) Produk hewan non pangan

(1) Kulit hewan besar/kulit

hewan kecil

(a) Impor . ..
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)
(a) Impor per kilogram 50,00
{b) Ekspor/antararea per kilogram 25,00
(2) Kulit reptil besar
(a) Impor per lembar 20.000,00
(b) Ekspor/antararea per lembar 10.000,00
(3) Kulit reptil kecil
(a) Impor per lembar 1.000,00
(b) Ekspor/antararea per lembar 500,00
(4) Telur bibit/tunas/ Spesific
phatogenic Free
(a) Impor per butir 25,00
(b) Ekspor/antararea per butir 15,00
(5) Bahan reproduksi
(a) Impor per 100.000,00
kemasan
(b) Ekspor/antararea per 50.000,00
kemasan
(6) Produk hewan berupa
tulang, kuku tanduk,
bulu, kokon, dan
ikutannya
(a) Impor per kilogram 100,00
(b) Ekspor/antararea per kilogram 50,00
(7) Produk. ..
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)
(7) Produk hewan lainnya
untuk pakan
(a) Impor per kilogram 10,00
(b) Ekspor/antararea per kilogram 5,00
3) Produk hewan olahan
a) Produk hewan olahan untuk
pangan
(1) Produk hewan olahan asal
daging hewan
(a) Impor per kilogram 100,00
(b) Ekspor/antararea per kilogram 50,00
(2) Produk hewan olahan asal
susu
(a) Impor per kilogram 50,00
(b) Ekspor/antararea per kilogram 25,00
(3) Produk hewan olahan asal
telur
(a) Impor per kilogram 25,00
(b) Ekspor/antararea per kilogram 15,00
(4) Produk hewan olahan
ikutan
(a) Impor per kilogram 100,00
(b) Ekspor/antararea per kilogram 50,00
(5) Produk...
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JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF
(Rupiah)

3) Lebah dan serangga lainnya
untuk impor/ekspor/
antararea

per koloni
per hari

5.000,00

c. Perlakuan

1) Desinfeksi/desinsektasi/
fumigasi

a) Hewan hidup

(1) Hewan  besar  untuk
impor/ekspor/antararea

per ekor

500,00

(2) Hewan kecil untuk
impor/ekspor/antararea

per ekor

200,00

(3) Hewan kesayangan (Pet
animal) untuk
impor/ekspor/antararea

per ekor

10.000,00

(4) Hewan percobaan
(laboratory animal) untuk
impor/ekspor/antararea

per ekor

200,00

(5) Unggas besar untuk
impor/ekspor/antararea

per ekor

200,00

(6) Unggas  kecil untuk
impor/ekspor/antararea

per ekor

200,00

umur  sehari
impor/ekspor/

(7) Unggas
untuk
antararea

per ekor

50,00

(8) Reptil untuk
impor/ekspor/antararea

per ekor

50,00
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JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK

SATUAN

TARIF
(Rupiah)

(9) Lebah dan  serangga
lainnya untuk

impor/ekspor/antararea

per koloni
per hari

5.000,00

(10) Mamalia air (aquatic
mamalia) dari aspek hama
penyakit hewan karantina
untuk impor/ekspor/
antararea

per ekor

1.000,00

b) Produk
hewan olahan

hewan/Produk

(1) Impor

per m3

1.000,00

(2) Ekspor/antararea

per m3

500,00

¢) Media pembawa lain

(1) Pakan
untuk
antararea

hewan ternak
impor/ekspor/

per m3

100,00

(2) Pakan hewan kesayangan
untuk impor/ekspor/
antararea

per m3

500,00

d) Alat angkutan, kemasan dan
kandang untuk impor/
ekspor/antararea

per m3

1.000,00

2) Vaksinasi

a) Hewan ternak

(1) Hewan  besar  untuk
impor/ekspor/antararea

per ekor

500,00

(2) Hewan kecil untuk
impor/ekspor/antararea

per ekor

200,00
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)
(2) Ekspor per 5.000,00
kemasan
(3) Antararea per 1.000,00
kemasan
c) Agensia hayati
(1) Hewan Vertebrata
(a) Impor per ekor 50,00
(b) Ekspor per ekor 20,00
(c) Antararea per ekor 10,00
(2) Hewan avertebrata
(a) Serangga dan moluska
i. Impor per ekor 50,00
ii. Ekspor per ekor 20,00
iii. Antararea per ekor 10,00
(b) Tungau dan nemathoda
1. Impor per 10.000,00
kemasan
ii. Ekspor per 5.000,00
kemasan
iii. Antararea per 1.000,00
kemasan
(3) Tumbuhan
(a) Impor per batang 20,00
(b) Ekspor. ..
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)
(b) Ekspor per batang 10,00
(c) Antararea per batang ‘2,00
(4) Mikroorganisme
(@) Mikroorganisme yang
sudah diformulasikan
i. Impor per kilogram 100,00
ii. Ekspor per kilogram 10,00
iii. Antararea per kilogram 2,00
(b) Mikroorganisme yang
belum diformulasikan
i. Impor per gram 100,00
ii. Ekspor per gram 10,00
1ii. Antararea per gram 2,00
d) Vector
(1) Tumbuhan
(a) Impor per batang 50,00
(b) Ekspor per batang 20,00
{c) Antararea per batang 10,00
(2) Mikroorganisme
(a) Impor per gram 20,00
(b) Ekspor per gram 10,00
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(c) Antararea . . .
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JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF
BUKAN PAJAK (Rupiah)
(1) Impor per kilogram 100,00
(2) Ekspor per kilogram 20,00
(3) Antararea per kilogram 10,00

f) Beberapa serbuk sari

(1) Impor per gram 50,00
(2) Ekspor per gram 25,00
(3) Antararea per gram 10,00

2) Agensia hayati

a) Hewan vertebrata

(1) Impor per ekor 50,00
(2) Ekspor per ekor 20,00
(3) Antararea per ekor 10,00

b) Hewan avertebrata

(1) Serangga dan moluska

(a) Impor per ekor 50,00
(b) Ekspor per ekor 20,00
(c) Antararea per ekor 10,00

(2) Tungau dan nemathoda

(a) Impor per 10.000,00
kemasan

(b) Ekspor. ..
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